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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pergeseran kekuasaanpemerintah Orde Lamake Orde Baru mengakibatkan berbagai 
gejolak di tiap aspek, antara lainterutamaHak Asasi Manusia (HAM)yaitu status pelajar atau 
delegasi Indonesia yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintah Orde Lama tidak bisa 
kembali ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.Pada masa pemerintah Orde Baru, 
pelajar atau delegasi tersebut dikenal dengan Eksil Politik 1965.Eksil Politik 1965 adalah 
mereka yang pada masa itu berada di luar Indonesia untuk belajar atau menjadi delegasi 
negara untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi di negara-negara sosialis.Pada masa 
pemerintahanOrde Baru, para pelajar dan delegasi yang masih berada di luar negeri yang 
tidak mengakui pemerintahan Soeharto akandianggap sebagai pengikut komunis. 
Pemerintah Indonesia pada masa itu mencabut paspor merekasehingga menyebabkan 
mereka kehilangan kewarganegaraan.Jikadiantara merekaada yang berhasil kembali ke 
Indonesia, merekaditangkap dan diinterogasi oleh pihak militer(Suwidi, 2012:10).Bertahun-
tahun para eksil 1965 hidup tanpa kewarganegaraan di banyak negara seperti Belanda, 
Rusia, Rumania, Albania, Tiongkok, serta Kuba.Sekitar tahun 1980, sebagian dari mereka 
bermigrasi ke Jerman, Belgia, dan Belanda. Mereka kemudian mengajukan diri menjadi 
warga negara di wilayah yang disinggahinya, termasuk Belanda. Karena rata-rata para eksil 
ini lahir sebelum tahun 1945, pemerintah Belanda menganggap para eksil ini sejatinya 
warga negara Belanda karena lahir sebelum Indonesia merdeka, atau masih dianggap lahir di 
wilayah Nederlandsch-Indische. Meskipun para eksil ini sudah menjadi warga negara 
Belandamereka tidak pernah melupakan tempat asal mereka, Indonesia (Hearman, 2010).  
Terhambatnya warga Indonesia yang tidak bisa kembali ke tanah air dan harus hidup 
dari satu negeri ke negeri lainpada masa itu, oleh mantan Presiden Abdulrachman Wahid 
dinamakansebagai ‘orang-orang yang terhalang pulang’ (Budiawan, 2012:20).  
Pada dasarnya peristiwayang menimpa mereka ini menimbulkan polemik dengan 
prinsip hukum pengungsi dan HAMinternasional.Menurut Konvensi tahun 1951 tentang 
Status Pengungsibahwa dalam Pasal 1A (2) Convention Relating to the Status of Refugee 
1951, yang dimaksud dengan pengungsi adalah: 
“…any person who: “As a result of events occurring before 1 January 1951 and 
owing to welfounded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his 
nationality and unableor, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection 
of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former 
habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
return it.” 
Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengungsi adalah orang yang meninggalkan 
negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan 
(Hathaway, 1991:150). Lalu timbul pertanyaan, bagaimana status Eksil Politik 1965 dalam 
perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Pertanyaan lain adalah karenastatus mereka 
sebagai eksil, paspor mereka dicabut dengan alasan memberontak oleh pemerintahtidak 
sesuai denganPasal 2 Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia 1948 yang berbunyi: 
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no 
distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of 
the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-
self-governing or under any limitation of sovereignty.”  
Atas dasar narasi-deskripsi ini, penulis, melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 
dengan judul“Eksil Politik 1965 dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan 
Kebebasan Hak Politik-Konstitusional”. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraiandi ataspokok masalah yang dibahas serta dikaji dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan eksil politik menurut hukum pengungsi internasional?  
2. Bagaimana upaya hukum rekonsiliasi bagi eksil politik agar mendapatkan  hak-haknya 
secara politik-konstitusional sebagai warga Negara Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan objektif dan subjektif.Adapun tujuan 
objektif dan tujuan subjektif bagi penulis dalam pengerjaan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengkaji kedudukan Eksil Politik 1965 menurut Hukum Pengungsi 
Internasional 
b. Untuk mengkaji upaya hukum rekonsiliasi bagi eksil politik agar mendapatkan hak-
haknya secara politik-konstitusional sebagai warga Negara Indonesia 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah, memperdalam serta mengembangkan wawasan juga 
ilmupengetahuan penulis baik secara teori maupun praktik mengenai aspek ilmu 
hukum pada umumnya serta hukum internasional pada khususnya. 
b. Untuk menerapkan ilmu-ilmu serta daya penalaran logis juga kritisyang 
telahditempuh dan didapat selama masa perkuliahan sehingga mampu 
memberikankontribusi nyata untuk nantinya dapat menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan yang komprehensif kepada lingkungan sekitar tanpa terkecuali. 
c. Untuk memenuhi persyaratan teknis akademis guna menyelesaikan studi di Fakultas 
Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan meraih gelar kesarjanaan 
hukum yang bisa memberikan dampak baik bagi sosial masyarakat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sebuah penelitian dapat memberikan manfaat apabila dikerjakan dengan niat baik, 
sungguh-sungguh serta komitmen besar untuk membuat perubahan. Adapun manfaat dari 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 
ilmu hukum pada umumnya serta hukum internasional pada khususnya, sehingga 
hukum dapat bergerak dinamis sesuai kemajuan masyarakat. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi atas permasalahan-
permasalahan hukum di bidang hukum internasional, terutama dalam tema 
pengungsi internasional dan kebebasan HAM universal. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pranalar akademis, referensi acuan 
dan tinjauan akademis bagi penelitian dengan topik bahasan yang sama di 
kemudian hari. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai sarana penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola 
pemikiran yang kritis dan bertanggung jawab secara teoritis sekaligus mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan cara pandang baru, informasi 
berkualitas pada masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan pokok bahasan dalam penelitian bersangkutan. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang 
digunakan dalam sebuah penelitian. H.J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud 
Marzuki (133-135) menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya 
sendiri. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya 
penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Adapun metode penelitian penulisan 
hukum ini sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian 
normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan 
penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan 
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 
manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dapat digunakan terhadap hukum 
positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian normatif juga dapat dilakukan untuk 
menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 
yang diteliti tentang keadaan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 
teori-teori lama atau di dalam kerangka untuk menyusun teori baru. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena metode 
kualitatif merupakan suatu cara atau metode penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif-analitis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan 
diteliti sebagai sesuatu yang utuh.  
4. Sumber Penelitian 
Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini 
adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari informasi atau 
pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berupa 
laporan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi tiga bahan huku yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat berupa peraturan 
perundang-undangan dan terdiri dari: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 
4) Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi 
5) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik 
6) Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi 
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa 
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 
hukum, buku-buku, jurnal dan majalah. 
c. Bahan Hukum Tersier 
 Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; yaitu kamus 
hukum, ensiklopedia dan internet. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu 
studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau 
interview. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum 
ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan 
menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu 
dan bahan kepustakaan yang lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
6. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut 
dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teks analisis bahan hukum 
adalah content analysis. Analisis bahan hukum jenis ini merupakan dokumen yang 
dianalisis disebut dengan istilah teks. Content analysis merujuk pada metode analisis 
yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 
mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami 
makna, siginifikansi dan relevansinya. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, 
mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam 
teknis analisis data ini terdapat tiga komponen utama, antara lain: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses penyeleksian, penyederhanaan dan abstraksi 
data yang diperoleh proses pencarian data. Reduksi data bagian dari analisis yang 
mempertegas, memperpendek serta membuat fokus juga membuang hal-hal yang 
tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga menjadi narasi sajian 
data dan simpulan dari unit-unit permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang 
dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan untuk 
ditarik kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat dalam 
reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan 
melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan dan konfigurasi yang mungkin 
berkaitan dengan data.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 Pada dasarnya sebuah penulisan hukum ditulis berdasarkan kaidah serta 
sistematika penulisan, agar hasil akhir dari penulisan hukum tersebut mudah untuk 
dipahami. Sistematika penulisan hukum merupakan gambaran secara umum dan 
menyeluruh dari sebuah penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum diuraikan 
guna memberikan gambaran umum terhadap pembahasan sebuah isu hukum sesuai 
identifikasi masalah dan paparan pendukung dari pembahasan isu hukum tersebut. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana pada 
setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab tersebut terbagi lagi menjadi beberapa 
poin yang pada intinya adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 BAB I:PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori maupun kerangka pemikiran. 
Kerangka teori berisi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang pengungsi 
internasional, eksil politik, dan hak politik konstitusional serta kerangka pikir yang 
merupakan alur pemikiran penulis. 
 BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat substansi pembahasan dari identifikasi masalah yang 
dirumuskan guna menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun isu hukum yang 
menjadi dasar penulis melakukan penelitian adalah posisi eksil politik tahun 1965 
dalam kaidah hukum pengungsi internasional ditinjau dari segi kualifikasi dan 
konvensi tentang pengungsi internasional. Selain itu juga dibahas upaya-upaya dan 
solusi hukum kepada eksil politik untuk mendapatkan hak-hak yang resmi secara 
politik-konstitusional dalam kapasitasnya sebagai warga Negara Indonesia. 
 BAB IV: PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 
 
